RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
TAHUN 2025 - 2029

MAJU/DAN SEJAHTERA'

M PEND L TAN ‘Fd"-".'\j‘-'%' DA 5 e

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG




PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan
prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka
Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah
Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang




Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan

Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

a

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.  Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah otonom.

J. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai




Selatan selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat denga RPJM Daecrah adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran daei visi, misi
dan program kepala daecrah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan
RPJM Nasional.

7. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional yvang selanjutnya
disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (ima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seclanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai
keadaan/kondidi yvang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai
hasil pembangunan selama S5 (lima) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam
penyclenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2
(1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
pendahuluan;
gambaran umum daerah;
visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
program  Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; dan
e. penutup.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanrum dalam lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D ge

Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan
rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan
strategis Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya.

Pasal 4
(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah;




b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi vang
dirumuskan tidak sesual dengan peraturan perundang-undangan;
dan
terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka evektifitas, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan
apabila:

a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan

b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan vang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya bancana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
perubahan kebijakan nasional.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDWIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RA T SALEH
LEMBARA ERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR §

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.039.25.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan
Jangka Panjang {RPJPD) dan RTRW Kabupaten serta RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimulai
setelah. dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 20
Februari 2025 berdasarkan Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mendasrkan pada

| prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman serta keterukuran.

Disamping itu serta terpadu, juga menerapkan pendekatan partisipatif (bottom
up), top down, teknokratis, politis dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan diganakan sebagai
arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenanagan Daerah.

Berdasrkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah

. Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

! Pasal 1l

Cukup Jelas

! Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Culkup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR g1




" 2025 - 2029
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025 - 2029 merupakan bentuk penjelasan dari Kepala Badan mengenai rencana
pembangunan di sektor pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2025 — 2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisi uraian tentang kebijakan makro Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penjelasan teknis pelaksanaan program
dan kegiatan, serta rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2025 - 2029,
Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 - 2029, serta memberikan arah pencapaian
tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai

pedoman bagi yang membutuhkan;

Pangkajene Sidenreng,  September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

jl_DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP.. M.M
' Pangke]{ : Pembina Utama Muda
Nip. 19710318 199101 1 003




DAFTARISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penuisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.1.  Gambaran Pelavanan Badan Pendapatan Daerah
2.1.1 Tugas, fungsi dan Stuktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah
ZA.

(R®]

Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
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2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Kerja Badan Pendapatan Daerah

9
[

Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
2.2.1 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2  Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan ... ...

BABV PENUTUP

1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah ... ...
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" 025 - 2020
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) adalah salah satu kabupaten di Propinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah yang dinamis
dengan potensi besar di sektor pertanian, energi terbarukan dan perdagangan, didukung
oleh Masyarakat yang berbudaya dan infrastruktur yang terus berkembang.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah
menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025 —
2029, olehnya itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 6 (enam) bulan setelah Bupati
dan Wakil Bupati dilantik RPJMD disahkan menjadi Perda, selain itu penyusunan
RPIJMD sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top
down dan bottom up. Dasar penyusunan RPJMD adalah RPIMD teknokratik yang
kemudian diselaraskan dengan Visi Mist Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati
dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah “KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA™.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menvusun
sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan
pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk Tingkat perangkat daerah dokumen perencanaan
yang disusun berupa Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada
RPJMD. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu
dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di

daerah.
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Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman rencana pembangunan jangka
menengah di lingkungan Perangkat Daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman dalam
menyusun kebijakan strategis penganggaran pendapatan dan belanja kegiatan vang

selanjutnya dilaksanakan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bagan Alir Penyusunan Dokumen Perencanaan

RENSTRA KL > RENJA KL
: PEM
3 A
PUSAT
RPJP NAS *  RPJM NAS > RKP
: A
v v v
RPIPD > RPIMD e RKPD
Y v "1 oagea
RENSTRA - RENIA
SKPD SKPD

Sumber :

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah
salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Bapenda
Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak yang menjadi kontributor
pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan
Bapenda Kab. Sidrap meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir,
PBB, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak
mineral bukan logam dan batuan.

Secara umum Renstra Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -

2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam hal:




RATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan periode masa
perencanaan Renstra vang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan
belanja Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya; 2. Pedoman dalam
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksaaan Program dan Kegiatan Bapenda
Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan
perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang

dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ini

didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang- undangan antara lain :

(U5 ]

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 126);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan




11.

ENCANA STRATE ;02»5“2,029
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2025, tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029

disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program,

kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 —

2029, Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1

[

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Sidenreng
Rappang pada Tahun 2025 - 2029,
Sebagar pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja melalu

pengukuran capaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta




NCANA STRATEGIS (RENSTRA

2025 - 2029

keberlaksanaan Program Prioritas Pembangunan Bapenda Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2025 - 2029;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang

tahun 2025 - 2029 disusun dalam 5 (lima) bab. Secara sistematik susunan tersebut

adalah:

Babl Pendahuluan

1.

[S]

(9%

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra perangkat daerah tahun
2025-2029 berupa gambaran kodisi yang mendasari disusunnya renstra
perangkat daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan defenisi, amanat
regulasi dan nilai stratgis perangkat daerah,

Mengeidentifikasi dasar hukum yang relefan dan signifikan dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang

masing-masing bab dalam Renstra perangkat daerah Tahun 2025 —2029.

Bab I Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) disertai dengan hasil
evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020
ingga tahun 2024, mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab
II, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global,
nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung

ataupun tidak langsung.

Bab Il Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 — 2029 didasarkan pada norma,
standar, prosedur dam kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
dan sasaran RPJMD tahun 2025 — 2029, Strategi Renstra tahun 2025 - 2029
adalah rencana tindakan vang komprehensif berisikan langkah -

Langkah/upaya yang akan dilakukan. Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025

RAH KAB.SIDRAP




Bab IV
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— 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai
dengan tugas yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan
fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam

rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indicator target dan pagu
indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 —
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, target Kkinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 — 2029 memalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang
pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah™.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

a. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian
dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian
dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan,
pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan
pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rapppang dan
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Sekretariat
Sekretariat terdini dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari
2 (dua) Sub bidang yaitu :
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:
1) Sub Bidang PAD 1;
2) Sub Bidang PAD 2;
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
1) Sub Bidang Pengendalian;
2) Sub Bidang Evaluasi;
Unit Pelaksana Tehnis Badan
Susunan Organisasi Unit Pelakasanaan tehnis Badan Pendapatan Daerah terdiri
dart :
- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha
- Bendahara
Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng

BADAN PENDAPATAN DAERAH KA
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- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Susunan struktur Badan Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan dalam struktur

berikut :

UPT.BAPENDA

BIDANG
PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN&
PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PAD |

SUB BIDANG

PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI

SUB BIDANG PAD 2

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB.BAG.UMUM &
PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG !
PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN
PENDAPATAN EVALUASI
DAERAH PENDAPATAN
DAERAH

‘ SUB BIDANG PENGENDALIAN

SUB BIDANG EVALUASI

NAN DENDAD A
JAN PENDAPA

CIMDAD
B.SIDRAP




Penjelasan Tugas pokok dan fungsi :
1. Kepala Badan
1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah.
2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan,
pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan
pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan,
pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan
pengelolaan pendapatan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan,
pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem
informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesual dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diuraikan sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan
Daerah;
¢. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan

tugas dalam lingkup Badan;

d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD
yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil

kerja yang optimal;
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f  mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai
dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan
pengelolaan administrasi umum, Kketatalaksanaan, kepegawaian,
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

1. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan
daerah;

j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan
pendapatan daerah;

k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;

I mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah:

m. Mengelola Pajak Daerah;

n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;

0. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari
pemerintah pusat dan provinsi;

Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan
daerah;

r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan
Badan;

s.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris
1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta
memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan

dalam lingkungan Badan.
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2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

3)

menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
c.
d.

€.

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan

fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diuraikan sebagai berikut :

d.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;

mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Badan;

mengoordinasikan  penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;

melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang
lingkup Badan;

melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;

melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang;

12
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mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrast umum,
kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan:
melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan:
mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;
mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan,  pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi,
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yvang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan

penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan

administras1 dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administras

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

¢. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai

Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
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menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan:
menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan
Badan;
menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
bawahan,
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana
proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
melakukan vernivikast kelengkapan administrasi penatausahaan
keuangan Badan;
mengkoordinasikan  pelaksanaan akuntansi pengeluaran  dan
penerimaan keuangan daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan:

. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;

meyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan
penghapusan barang Badan;

menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang:
menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventarisasi Badan;

mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan

ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan

hukum di lingkungan Badan.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan
keluar;

melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan
rumah tangga Badan;

mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat badan,
upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;

mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas pegawai;
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n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
ketatalaksanaan Badan;

0. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
dilingkungan Badan;

q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian,

s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
produk hukum di lingkungan Badan;,

t.  mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan
hasil pemeriksaan kepegawaian;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Infomasi

1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi
pendapatan daerah,

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. penylapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan,
pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan,
pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang perencanaan,

pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan  dibidang  perencanaan,
pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan

fungsinya;

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diuraikan sebagai berikut :

a.

m.

menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub
Bidang sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya,
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan
pendapatan dan Retribusi daerah;

menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan
retribusi daerah;

melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak
daerah dan retribusi daerah;

menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan
pajak daerah dan retribusi daerah;

menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi
pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;

menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
yang berbasis teknologi informasi;

melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan

kebijakan pendapatan daerah;

B.SIDRAP
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o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan
retribusi daerah;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah:

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai
berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub
Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat
diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk
mengetahui perkembangannya;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau menandatangani
naskah dinas;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;

i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi

daerah;

J. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
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. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak

dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya:

m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta

teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah:

. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas

pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi
daerah;

. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang

3.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin

2)

oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis

dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang

pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai

berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub
Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas:

mendistribusikan dan member1 petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat
diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan

Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai

Sasaran Kerja Pegawai (SKP),

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak

daerah dan retnibusi daerah kepada masyarakat;

i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan

retribusi daerah berbasis teknologi informasi;

|. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi

daerah;

. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait:

. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan

retribusi:

<. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang

Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

dan

. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian

pendapatan daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

Kepala Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran,
pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran,
pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
penyiapan bimbingan tekmis dan suvervisi dibidang pendaftaran,

pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;

{ KAB.SIDRAP
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan,
penetapan dan penilaian pendapatan daerah;

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dirinci sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah
sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub
Bidang sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui
perkembangannya;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah

Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak
daerah dan retribusi daerah;

Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;,

Menyusun pelaporan pendapatan daerah;,

Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan
retribusi daerah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaaan
Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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4.1 Sub Bidang PAD I

1)

2)

Sub Pendapatan Asli Daerah [ dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan
melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan
daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi
Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan
dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui
perkembangannya;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

f.  menyvusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

g.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran,
Hiburan dan Hotel;

i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-
P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;

J.  melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak

daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;

k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB,
Restoran, Hiburan dan Hotel;

I. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB,
Restoran, Hiburan dan Hotel;

m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran,

Hiburan dan Hotel;
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melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2,
BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB,
Restoran, Hiburan dan Hotel;
Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-
P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB,
Restoran, Hiburan dan Hotel:
menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak
PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel.
mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai
wajib pajak;
mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan
Hotel;
melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran,
Hiburan dan Hotel;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pendapatan Asli Daerah | memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang PAD II

1) Sub Bidang Pendapatan Ash Daerah 11 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan
dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian

pendapatan daerah;

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub
Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar,;

\TAN DAERAH KAB.SIDRAP
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membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat
diselesaikan dengan cepat dan benar:;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame
dan Reribusi Daerah;

melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak
daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam,
Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi
Daerah,
menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan
Reribusi Daerah;

menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan
Reribusi Daerah;

mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi

Daerah;

BADAN PENDAPATAN
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p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan
Reribusi Daerah;

g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan
Reribusi Daerah:;

s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame
dan Reribusi Daerah;

t.  mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan
Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;

w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari
pemerintah Pusat dan Provinsi;

X. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pendapatan Ashi Daerah Il, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyar tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerah;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan

evaluasi pendapatan daerah;
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penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan
evaluasi pendapatan daerah;

penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang pengendalian dan
evaluasi pendapatan daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerah;

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;:

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dirinci sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub
Bidang sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk
mengetahui perkembangannya;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerah;

menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi
intensifikasi pajak daerah dan reribusi daerah;

mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan
retribusi daerah;

melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan
pendapatan daerah;,

mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelavanan pajak
daerah dan retribusi daerah;

mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan

penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
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m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi
daerah yang berbasis teknologi informasi;

n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan
mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;

0. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah:

p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah;

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5.1 Sub Bidang Pengendalian

1

2)

Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan
dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan
daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub
Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan
dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

f.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

¢.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

| DAERAH KAB.SIDRAP
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mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan lain-lain;
melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan lain-lain;
menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lainnya;
melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak
daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan Kklarifikasi data

penerimaan pajak daerah dan retribusi daera serta pendapatan lainnya;

m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah

dan retribusi daerah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

5.2 Sub Bidang Evaluasi

1)

2)

Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

vang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan

dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi pendapatan daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub
Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga berjalan lancar;

¢. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat
diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
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e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
f.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g=

h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;

1. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah;

). melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah:

k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan
retribusi daerah;

I.  melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;

m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;

o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi
Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pedapatan Daerah didukung oleh

sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN & Non ASN)

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan
ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin
ilmu pengetahuan. Pada awal tahun 2025 total personil Badan Pendapatan Daerah
berjumlah 131 orang yang terdiri dari 58. orang ASN dan 70 orang tenaga kontrak (Non
PNS). Untuk komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025
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terdiri dari pejabat eselon 11 yaitu Kepala Badan, pejabat eselon 111 yaitu Sekretaris dan 3
(tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid
serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 11 (sebelas) kasubag TU UPT

Tabel 2.1

Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab.Sidrap
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No. Status Kepegawaian Il:aall‘:i- Perempuan | Jumlah
1 | Aparatur Negeri Sipil 30 28 58
? Peg_awai Tidgk Tetap dengan 27 43 70
Perjanjian Kinerja
Jumlah 57 71 128

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025
Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : golongan

IV sebanyak 7 orang, gol I1I sebanyak 43 orang, gol II sebanyak 8 orang dan golongan |

sebanyak 0 orang.
Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Golongan Tahun 2025
No. Golongan Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1| Golongan IV 3 4 7
2| Golongan III o) 21 43
3 | Golongan I 5 3 8
4 | Golongan | 0 0 0
Jumlah 30 28 58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

30




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

202s - 2029

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No. Golongan If;l:(ii- Perempuan | Jumlah
1 | Strata 2 8 9 13
2 | Strata 1 17 12 29
3 | Diploma 3 0 0 0
4 | SMA / Sederajat 5 7 12
Jumlah 31 27 58

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

Tabel 2.4
Klasifikasi Non ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No. Golongan [[:aal]‘:,- Perempuan | Jumlah
1 | Strata 2 " . -
2 | Strata 1 8 25 43
3 | Diploma 3 ; ) 2
4 | SMA / Sederajat 19 17 36
Jumlah 27 +4 71

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2023

2.1.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Daftar sarana prasarana yang di miliki Bapenda Kab. Sidrap yang mendukung

pelaksanaan tugas di kantor Bapenda

Tabel 2.5
Aset Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap

No. Jenis Asset Jumlah | Keterangan
| TANAH

Tanah bangunan kantor 1 Baik
2 PERALATAN DAN MESIN

1 Alat Angkutan

Kendaraan roda 4 4 1 rusak berat

ADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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No. Jenis Asset Jumlah | Keterangan
Kendaraan roda 2 26 2 rusak berat
Alat Kantor dan rumah tangga
Laptop 4 Baik
PC 25 Baik
Printer 29 Baik
AC 11 Baik
Proyektor 1 Rusak
Sound system 1 Baik
Scanner 3 Baik
Televisi 1 Baik
Kursi tunggu 2 Baik
Lemari es 1 Baik
Kursi Biasa (futura) 44 Baik
Meja kayu ii Baik
Server jaringan 1 Baik
Lemari kayu 5 Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.3.1 Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan

daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana

pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD

sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan

keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal

suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Dimana peningkatan PAD

merupakan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pengelola

PAD di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Ketentuan

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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terkait pajak daerah dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelaksanaanx diatur dengan Peraturan

Daerah.

Pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk
melaksanakan punguan meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang tahun dalam 5 tahun terakhir (sesuai Perubahan Renstra Badan Pendapatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023) memiliki sasaran strategis, yaitu
“Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD™

adalah sebagaimana tabel berikut ;

Grafik 2.1
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD
Tahun 2020 — 2024
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® Realisasi Pajak  ® Realisasi Retribusi

Sumber : BKAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami
peningkatan signifikan dari tahun 2020 — 2024. Pada tahun 2020 nilai PAD Kabupaten
Sidenreng Rappang sekitar 132 Milyar lebih dan mencapai 184 Milyar lebih di tahun

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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2024. Peningkatan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah
telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap
peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk pajak daerah
juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sekitar 38 Milyar lebih dan
mencapai 51 Milyar lebih pada tahun 2024, walaupun hasil ini sesungguhnya belum
mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk realisasi retribusi
daerah mengalami menurunan, Dimana realisasi di tahun 2020 sekitar 11 Milyar lebih

dan tahun 2024 hanya mencapai 8 milyar lebih.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di
tahun 2020 1tu sebesar 28.78% dan di tahun 2024 sebesar 27.95%, sedangkan kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD di tahun 2020 itu sebesar 8.89% dan 4.86% di tahun 2024.

Grafik 2.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 — 2024

40.00

30.00

10.00 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
0.00 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

m Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD B Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Sumber : BRAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

Dari segi postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran
2020 — 2024, Pajak Penerangan Jalan masth mendominasi yaitu sebesar
Rp.99.943.838.847,00 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) sebesar Rp.60.936.576.482,00 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebesar RP.54.840.694.486,00 seperti terlihat pada grafik berikut :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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Grafik 2.3
Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak

58888

2020 2021 2022 2023 2024
® Pajak Hotel (Rp) W Pajak Restoran(Rp)
Pajak Hiburan (Rp) M Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan (Rp) Pajak Mineral Bukan Logam (Rp)

M Pajak Bumi & Bangunan (Rp) W BPHTB (Rp)

Sumber : BRAD dan Bapenda Kab.Sidrap 2025

2.1.3.2 Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Rencana Strategis
Tahun 2018-2023. Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2023, baik pencapaian kinerja serta anggaran

dan realisasi pendanaan pelayanan. Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 11.1
Pencapaian IKU Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang
TARGET RENSTRA 2020 - 2024 REALISASI CAPAIAN 2020 - 2024 RASIO CAPAIAN 2020 - 2024

Indikator Kinerja sesuai

tugas & fungsi SKPD
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2020 2021 2022 | 2023 | 2024

Persentase tercapainya PAD |

; 5 - - i - -
(pajak daerah) 83 106.05 124 76
Persentase tercapainya PAD ) )
I (retribusi daerah) 85 . - 107.95 127.00
Persentase kontribusi Pajak 3366 | 2826 | 2823 | 27.95 ] P ) P e

daerah terhadap PAD - | 2793|2706 2915 40.75

Persentase kontribusi

retribusi daerah (pasar) - 426 | 359 | 336 | 452 451 3.76 292 248 - 105.87 | 104.74 | 86.90 | 54.87
terhadap PAD
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Dari tabel 11.1 di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Pendapatan Daerah vaitu kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2024 yaitu
sebesar 27.95% dari target yang ditetapkan sebesar 40.75% dengan rasio capaian
sebesar 68.59%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum mencapai target yang di
tetapkan, hal ini disebabkan karena penentuan target capaian yang tetapkan terlalu tinggi
dan tahun 2022 dan 2023 dan untuk kedepannya agar target kontribusi pajak daerah
terhadap PAD dapat dicapai maka perlu dilakukan yaitu :

%+ Mendata objek-objek pajak yang baru

% Tetap melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
guna menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya
sebagai wajib pajak

% Tetap melakukan penagihan secara lebih intens

Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD vaitu sebesar 2.48% dari target yg
ditetapkan sebesar 4.52% dengan rasio capaian sebesar 54 87%. Untuk kedepannya agar
target bisa tercapar maka perlu dilakukan strategi, yaitu dengan :
¢ Melakukan pendataan ulang terhadap fasilitas yang masih terisi atau kosong
e Mengintensifkan penagihan

¢ Penyesuaian target
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‘2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memeiliki tugas dan
fungsi utma untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah, yang Sebagian besar dari pajak
daerah dan retribusi daerah. oleh karena itu kelompok sasaran pelayanan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum adalah :

1 Wajib pajak daerah : ini adalah kelompok sasaran utama yang meiliputi :

e Orang pribadi : individu yang memiliki kewajiban membayar pajak tertentu
seperti PBB, pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan

o Badan Usaha/Perusahaan :; entitas bisnis yang memiliki kewajiban membayar
pajak tertentu, seperti : psjsk hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah

o Wajib Pajak khusus ;; krlompok tertentu yang memiliki kewajiban pajak
spesifik, seperti pembeli penerima ha katas tanah dan bangunan (BPHTB).

)

Wajib Retribusi : individu atau Badan yang menggunakan layanan tertentu dari

pemerintah daerah dan dikenakan retribusi

Ga

Masyarakat umum : meskipun tidak selalu menjadi wajib pajak atau retribusi secara
langsung, Bapend juga melayani Masyarakat umum dalam hal sosialisasi dan

penyuluhan, pelayanan informasi dan peningkatan kesadaran pajak.
2.1.5 Mitra Kerja Bapenda

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan BANK
SULSELBAR

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
2.1.1 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung agenda pembangunan
dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan khususnya pengelolan
pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
dihadapkan pada beberapa permasalahan yvang berdampak terhadap pelayanan dan
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kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa permasalahan tersebut

diantaranya :

1. Tidak maksimalnya penagihan pajak daerah

2. Penyalahgunaan hasil pungutan pajak daerah,

Permasalahan tersebut dapat teridentifikasi berdasarkan karakteristik faktor penyebab

yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi, yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib

pajak/retribusi yang tidak patuh

(98]

Kurangnya anggaran untuk Biaya Operasional

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan rencana tindak pengendalian, yaitu ;

1. Penambahan SDM, penambahan pengalokasian anggaran operasional penagihan,
penyesuaian anggaran kas, dan penjadwalan kegiatan penagihan

2. Memberikan surat teguran kepada petugas yg menggunakan uang hasil pungutan

2.1.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, maka isu strategis daiam
pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan
Peningkatan pencapaian target penerimaan PAD

Meningkatkan Pendataan, Penagihan dan pengawasan secara intensif

2

3

4. Menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah

5. lnovasi pelayanan pajak yang berbasis tehnologi informasi
6

Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak

JADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana

untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun RPJMD 2025-2030; dan/atau
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat sesuasuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang dari tahun 2025-2030 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.3 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda
NSPK DAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
SASARAN 2024
RPJMD YANG 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (086) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
- Meningkatnya | Meningkatnya Persentase PAD | 14.83 16.88 | 1794 | 1882 | 1944 |19.84 | 20.24
Akuntabilitas Pendapatan terhadap
Kinerja Instansi | Asli Daerah Pendapatan
Pemerintah (PAD) Daerah
Berbasis
Inovasi dan Meningkatnya | Kontribusi Pajak | 27.95 38.71 [37.25 |37.31 |37.69 |3877 |39.89
Digitalisasi Pendapatan Daerah
Pajak Daerah | Terhadap PAD
Kontribusi 4.85 4.32 3.66 3.56 3.54 3.51 3.52
Retribusi Daerah
Terhadap PAD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP

41




3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

RENSTRA

é025 - 2029

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas

mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif &

akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Agar pelaksanaan program dan

kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat

sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Kebijakan

merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran

maka strategi dan arah kebijakan dalam Rensrra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Rancangan Renstra PD

i Arah Strategi
Sinen | ik 3
n 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tujuan
Meningkatn
ya
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
Sasaran
Peningkatan cmanfantan
Meningkata Kualitas P : . Peningkatan
mengemban teknologi . N
n Pegawasan kan potensi Pelayanan informasi Kerjasa | Efesiensi dan
Meningkatn . dan gran p Wajib Pajak ma antar | Efektivitas
= Intensifika sumber daya dan : " oyl .
ya : Penegakan dan —_ instansi | Administrasi
si dan alam dan R komunikasi -
Pendapatan ) . hukum serta 3 sosialisasi dan Perpajakan
: Ekstensifi . kualitas : (TIK) dan y
Pajak o penyesuaian dan edukasi tingkat serta
kasi : SDM dalam . pendataan .
Daerah regulasi dan perpajakan " pemerint | pemetaan
pengelolaan | | wajib pajak ¢
peraturan By kepada calon 5 ahan potensi pajak
pajak daerah » . dan objek
daerah wajib pajak . baru
b pajak baru
aru
Peningkatan | pemanfaatan
Meningkata | mengemban | Kualitas teknologi Peningkatan
n Pegawasan | gkan potensi | Pelayanan informasi Kerjasa | Efesiensi dan
Meningkatn . dan sumber daya | Wajib Pajak | dan ma antar | Efektivitas
Intensifika T . > S -
ya & dan Penegakan alam dan dan komunikasi instansi | Administrasi
Pendapatan Ekstensifi hukum serta | kualitas sosialisasi (TIK) dan dan Perpajakan
Retribusi o penyesuaian | SDM dalam | dan edukasi | pendataan tingkat serta
Daerah regulasi dan | pengelolaan | perpajakan wajib pemerint | pemetaan
peraturan retribusi kepada calon | retribusi dan | ahan potensi
daerah daerah wajib objek retribusi baru
retribusi retribusi baru
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RENST

2025

RA
N nA

- 2029

Rancangan Renstra PD
Tujuan/ | ATD Strategi
Sasaran i, i
n 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meningkatn Z:nmgkat
ialta}ta transparan | Implementas | Implementa | Implementasi | Implementasi :;r;};:eme Implementasi
elota si dan i SIPD si SIPD SIPD SIPD SIPD

kinerja dan s SIPD

akuntabilit

keuangan as

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan

program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

melaksanakan misi schingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Badan

endapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel bertkut.

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Bapenda

TAHAP I TAHAP 11 TAHAP 111 TAHAP IV TAHAP YV
2026 2027 2028 2029 2030

Pengembangkan Peningkatan pemanfaatan Kerjasama antar Peningkatan
potensi sumber | Kualitas teknologi instansi dan tingkat | Efesiensi dan
daya alam dan | Pelayanan Wajib informasi dan pemerintahan Efektivitas
kualitas SDM | Pajak dan komunikasi (TIK) Administrasi
dalam pengelolaan | sosialisasi dan dan pendataan Perpajakan serta
pajak daerah edukasi wajib pajak dan pemetaan potensi

perpajakan kepada
calon wajib pajak
baru

objek pajak baru

pajak baru

Pengembangkan Peningkatan pemanfaatan Kerjasama antar Peningkatan
potensi sumber Kualitas teknologi instansi dan tingkat | Efesiensi dan
daya alam dan Pelayanan Wajib informasi dan pemerintahan Efektivitas
Kualitas SDM Pajak dan komunikasi (TiK) Administrasi
dalam pengelolaan | sosialisasi dan dan pendataan Perpajakan serta
retribusi daerah edukasi wajib retribusi dan pemetaan potensi
perpajakan kepada | objek retribusi retribusi baru
calon wajib baru
retribusi
Implementasi SIPD | Implementasi Implementasi Implementasi SIPD | Implementasi SIPD
SIPD SIPD
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2025 - 2029
BAB 1V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan
dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa”
dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran, dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan

kebijakan, program operasional dan kegiatan / aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai
dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak

pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun
untuk mencapail target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan
perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2025 - 2029). Sedangkan pelaksanaannya dilakukan
melalui pemeringkasan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target
outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan

program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
dapat ditunjukkan pada Tabel berikut
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
205 - 2029
Tabel IV.1
Program Badan Pendapatan Daerah
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
DANG URUSAN / PROGRA PERANGKAT DAERAH
- uo' rrc"c l’E M| \npikaToR oUTCOME “m“eu". El 208 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 (02) 03 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14 (15
502 - KEUANGAN 16.065 314 500 17427 188316 17.704 551.270 17.904.273.001 18.009 147 995
50201 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.843 314 500 12026589275 12.156.891232 12.209.080.834 12225436734
KABUPATENKOTA
Dinas/Badan yang
Tercapainva Penvelenaoaraan Cakupan Penunjang Urusan o ~ a 2 12,
e ciedalian (%) 100 100 100 11.843.314.500 100 12029599.275 100 12.156.891.232 100 12209 080 534 100 2225436 734 xg::g;:ﬁ sioang
50204 - PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 4.222.000.000 5,397 800.041 5.547 660038 5.695 152 067 5783711.261
§ ’ Cakupan pembinaan dan Dinas/Badan yang
Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan "
pengawasan pengelolaan 100 100 100 4222000.000 100 5.397 600041 100 5.547 660.038 100 5.695.192.087 100 5783711261 | menangani Bidang
intenefiasl Pencepatan Dearah pendapatan (Persentase) Keuangan
Persentase PAD terhadap Dinas/Badan yang
Pendapatan Daerah 14,83 16,88 1794 18,82 1944 1984 2024 menangani Bidang
(Persentase) Keuangan
Persentase Penerapan Sistem Dinas/Badan yang
Informasl Keuangan Berbasis 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Digital (Persentase) Keuangan
TOTAL KESELURUHAN 16065314500 00 17427189316.00 1770455127000 1760427300100 1800914786500
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TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN IPROéRAM /| KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRAPD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN/
hisertobisspidapman g 3 TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR o T KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07} (08)

5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Berbasis Inovasi dan
Digitalisasi

Meningkatnya Pendapatan Asl|
Daerah

Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
(Persentase)

Meningkatnya Pendapatan
Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap PAD (%)

Tercapainya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien

Cakupan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (%)

5.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah (Dokumen)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laperan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah (Dokumen)

5.02.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)

5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Laporan Keuangan

Jumnlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
(Dokumen)

5.02.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

3ADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN/ 7}
B ypiiingesi iy TUJUAN SASARAN OUTCOME ouTPUT INDIKATOR SUBLLaL AN KETERKRGAN®
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumiah Laporan Keuangan 5.02.01.2.02 - Administrasi
Akhir Tahun SKPD dan Keuangan Perangkat Daerah

Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan 5.02.01.2.02 - Administrasi
Bulanan/ Triwulanan/ Keuangan Perangkat Daerah

Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesterd

n SKPD (Laporan)

Jumlah Orang yang Menerima |5.02.01.2.02 - Administrasi
Gaji dan Tunjangan ASN Keuangan Perangkat Daerah
(Orang/bulan)

Jumlah Orang yang Menerima | 5.02.01.2.02.0001 -

Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan
(Orang/bulan) Tunjangan ASN

Jumilah Dokumen Hasil 5.02.01.2.02.0002 - ‘
Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
(Dokumen)

Jumlah Laporan Keuangan 5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi|
Akhir Tahun SKPD dan dan Penyusunan Laporan
Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi
Bulanan/ Triwulanan/ dan Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD dan Keuangan Bulanan/
Laporan Koordinasi Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesterg
n SKPD (Laporan)
Tersedianya Pemenuhan Jumlah Laporan Fasilitasi 5.02.01.2.06 - Administrasi
Administrasi Umum Kantor Kunjungan Tamu (Laporan) Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan 5.02.01.2.06 - Administrasi
Penyelenggaraan Rapat Umum Perangkat Daerah

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

Jumlah Paket Barang Cetakan|5.02.01.2.06 - Administrasi
dan Penggandaan yang Umum Perangkat Daerah
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Komponen 5.02.01.2.06 - Administrasi
Instalasi Listrik/Penerangan | Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan dan |5.02.01.2.06 - Administrasi
Perlengkapan Kantor yang. | Umum Perangkat Daerah
Disediakan (Paket)
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

SUBKEGIATAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(o7)

(08)

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.02.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.02.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

5.02.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

5.02.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Tersedianya Pemenuhan
Kebutuhan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumiah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumilah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumiah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumiah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07.0001 - Pengadaaf
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan)

Jumilah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07.0005 - Pengadaal
Mebel
5.0207T.207.0006 - Pengadaa

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumiah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atay

IADAN PEND

APATAN DAERAL KAR

Bangunan Lainnya yang

- - = ; )
PROGRAM / KEGIATAN/ KETERRNBANZECEY

Disediakan (Unit)

Sarana dan Prasarana Geduni




TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RANCANGAN AKHIR 2ozs - 2029
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
6.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA KUNCI
s pﬁ";’:;’;:“;:"‘n::;;:: [ it Persentase 100 100 100 100 100 100 100
z z::l‘f:n';:l;“at""‘"?’;’;f;‘:'"“ Informasi | persentase 100 100 100 100 100 100 100
9 |PerasnisePAD tethadap Pendapaten | o) o psn 1483 16,88 17,94 18,82 19,44 19,84 2024
Daerah
4 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB % 0,26 031 027 0,25 0,24 0,22 021
5 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran
PAD dalam APBD % 1,01 1,05 11 109 1.07 1,07 1,09
6 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
Daerah % 100 100 100 100 100 100 100
T ;:mntase Realisasi Penerimaan Relribusi % 100 100 100 100 100 100 100
erah
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RENCANA STRATEGIS (RE!
TABEL 4.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Indikator Kinerja Tujuan, | Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Sasaran, Program Capaia
) Program/kegiatan/ | (outcome) dan kegiatan | Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 il
Tujuan Sasaran Kode N n pada Daerah Keterangan
sub kegiatan/output | (Intermedicate output)
dan Sub Kegiatan Tahun Penanggung
(Output) 2024 |Target Rp Target Rp Target Rp Target, Rp Target Rp Target Rp lawab
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 18 19
Mer
Pel ;
Pendapatan Asli mxgﬁ“’:ﬂ”““’"“"” 1483 | 1688|13.970695000| 17.04|16085314500] 1882| 17427199316 19.44| 17704551270 1984 17.904273.001 2024 |  18,009,147.995
Doerah
Meningkatnya tata
kelola kinerja dan Predikat nilal SAKIP B B B B B B B
Leuanion PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN S )
X201 Urusan Pemerintahan 78% 100 |10,865,617,000 100 |11,843,314,500| 100 12,029,589,275| 100 12,156,891,232| 100 12,209,080,934| 100 12,225,436,734,
|Daerah
[Persentase Penyusunan
Perencanaan, | Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan |Penganggaran dan :
A 100% | 100 7,000 1 100 18,086,000/ X 1001 18,086,000.00 100 18,088,000
5.02,01.2,01 Evaluasi Kinerja Perangiat| Evaluasi Kinerja 8,247, 100 2,488,500 086, 100 18,086,000 ,086,000. ,088,
Daerah Perangkat Daerah Tepat
Imum.
Penyusunan Dokumen Junilah Dokumen
5.02.01.2.01.01|Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat 4 6,366,000, 4 4,600,000 4 7,000,000 4 7,000,000| 4 7,000,000 4 7,000,000
Daeran
umlah Caporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Koordinas! dan Penyusunan | Realisasi Kinerja SKPD dan
Hasil 8
# 020020y 0] 500N Cgalea Kinerla [ Laporan Heell Koordinasi 15 1881000, 3 2,581,000 3 2,561,000 3 2,581,000 3 2581000 3 2,581,000
dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capalan Kinerja dan
Ikntisar Realisasi Kinerja
SKPD
gzig gy | PYoNRs Kinedaporangkat. Jumish [Bperan systuas 0 of 4 5407500 4 8,505,000 4 8,505,000/ 4 1,505,000 4 8,505,000
Daeran kiner daerah
Adminlstras! Keuangan |0 ase Penpisunan
5.02.01.2.02 Perangkat Daerah ¥ Dokumen Laporan 100 100 | 9,293.447,100/ 100 |10,595,938,000| 100 10,727,625,275 100 10,854,917,232) 100 10,907,106,934) 100 10,933,462,734)
Penyediaan Gajl dan Jumjsh OFang yane
5,02.01.2.02.01 T 2 o ASNI Menerima Gaji dan 1068 952 9,274,742,100) 840 |10,581,547,000| B840 10,705,734,275| 840 10,833,026,232) 840 10,885,215,934] B840 10,911,571,724
i
gl luniangan ASN
S Jumlah Dokumen Hasll
5.02.01.2.02.02 sk i Penyediaan Administrasi 12 24 18,705,000f 24 9,500,000 24 17,000,000f 24 17,000,000) 24 17,000,000 24 17,000,000
Pelaksanaan Tugas ASN el
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan o R KGARIraE
5.02.01.2.02.05 | Laporan Keuangan Akhir [P0 o oS i 0 of 1 2581000 1 25810000 1 2,581,000 1 2,581,000 1 2,561,000
Penyusunan Laporan
Tahun SKPD
Keuangan Akhir Tahun
“Pn_tT'_"R__
Jumlanh Taporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Wikten SKPD dan
5.02.01.2.02.07 P Koordinasi Penyusunan 0 4 2,310,000 4 2,310,000 4 2,310,000 4 2,310,000 4 2,310,000
Butanan/ Triwulanan/
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Bulanan/ Triwulanan/
SKPD
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum
5.02.01.2.08 Peftingiat Dasrel Administrasi Umum 100 100 195,279,500| 100 214,568,000[ 100 221,568,000( 100 221,568,000/ 100/ 221,568,000) 100 221,568,000

RA)
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a ‘am dan an, naan
Indikator Kinerja Tujuan, | Data rget Kinerja Progr Unit Kerja
Sasaran, Program Capaia Perangkat
Program/kegiatan/ | foutcome) dan kegiatan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Tujuan Sasaran Kode n pada Daerah Keterangan
sub kegiatan/output | (Intermedicate output)
dan Sub Kagiatan Tahun Penanggung
(Output) 2024 |Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
EervadlamKipoeh Jumlah Paket Komponen
instatasi Instalasi
5.02.01.2.06.01 Listrik/Penerangan 41 196 6452000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 15000000 2 1,500,000
Listrik/Penerangan - KantorYai
Bangunan Kantor 7 ng‘unnn ¢
Pemvedisan Peraistan don Jumiah Paket Peralatan
5.02.01.2.06.02 ye dan Perlengkapan Kantor 45 0 0 2 0 2 2,000,000 2 2,000,000/ 2 2,000,000 2 2,000,000
Periengkapan Kantor y
ang disediakan
D Harars Jumlah Paket Barang
5.02.01.2.06.08] 8 Cetakan dan Penggandaan| 8450 1 61,340,000 1 61,500,000 1 61,500,000( 1 61,500,000 1 61,500,000 1 61,500,000
Cetakan dan Penggandaan
Yang disediakan
5.02.01.2.06.08 |Fasilitas! Kunjungan Tamu :(”':'a" ":m':' Feziitas o s 10,000000] 5 15,000,000 5 15,000,000 5 15,000,000 5 15,000,000
Jumiah La
Penyeisnggarasn Fapel Puer: eieng::rr:r;n Rapat
5.02.01.2.06.09 | Koordinasi dan Konsultasi ’ pe 20 40 127,487,500 40 141,568,000f 45 141,568,000 50 141,568,000 85| 141,568,000 60 141,568,000
|Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
n
‘mmm
|Pengadaan BarangMillk |, 0 o Barang Milik
5.02.01.2.07 |Daerah Penunjang Urusan 100 100 55, 100 38,750,000) 100 71,700,000| 100 ", 100 T 100 71,700,
lp Daerah Penunjang Urusan
L |Pemerintan Daerah
Pengadaan Kendaraan 1 :,I::l::nUH: ::ﬂ:ﬂ::ﬂ:
5.02.01.2.07.01| Perorangan Dinas atau Kmm"; Dm” ” :m 0 I o o o o o o o o 0
| Kendaraan Dinas Jabatan ]
ang Disediakan
5.02.01.2.07.05| Pengadaan Mebel :;I'"'a" P“:"' MebsiYerg: || 5 0 10 10,500,000 10 10,500,000 10 10,500,0000 10 10,500,000( 10 10,500,000|
| Pengadaan Peratatan dan Jumiah Unit Peralatan dan
5.02.01.2.07.06( il Mesin Lainnya yang 1 4 56,775,000 4 28,250,000 4 46,500,000 4 46,500,000 4 46,500,000 4 46,500,000
Jumiah Unit Gedung Kantor|
Pengadaan Gedung Kant
5.02.01.2.07.09| ¢ Beoenn GeaungRantor .., pangunan Lainnya 0 | o ol o 10,500,000 0 10,500,000 0 10,500,000 0 10,500,000
otau Bangunan Lainnya .
yang disedipkan
e [
$.02.01.2.07.10 | Prasarana Gedung Kantor " 0 4 1 0 1 4,200,000 1 4,200,000 1 42000000 1 4,200,000
atau Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya
| Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08 |Penunjang Urusan 100 100 1,074,874,400| 100 828,800, 100 842,550,000( 100 842,550,000 100 842,550,000| 100 842,550,000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
i) n Ji
5.02.01.2.08.01 :‘:m‘:‘“ osaSural | penyeciann jasa 0 | w2 1,050,000 12 1,050,000 12 1050,000] 12 1,050,000 12 1,050,000
il
Jumian Laporan
Penyediaan Jasa peny 1Jasa
5.02.01.2.08.02 | Komunikasi, Sumber Daya |Komunikosl, Sumber Doya | 12 12 191,500,000 12 175,750,000] 12 191,500,000 12 191,500,000 12 191,500,000 12 191,500,000)  Badan
Alr dan Listrik Air don Listrik yang Pendapatan
5 Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan|Penyediaan Jasa
5.02.01.2.08.04 12 12 883,374,400 12 652,000,000| 12 650,000,000) 12 650,000,000 12 650,000,000f 12 650,000,000
Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor
ml "m"“""':':::ru Persentase Barang Millk
5.02.01.2.09 d Daerah Dalam Kondis| 100 | 100 237,994,000, 100 152,770,000 100 148,070, 100 148,070, 100 148,070,000, 100 138,070,000/
|Urusan Pemerintahan B
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Indikator Kinerja Tujuan, | Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja 202-‘ 202?
Sasaran, Program Capaia Perangkat
Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Tujuan Sassran Kode Program/kegiatan/ | (ourcome) .lllll kegiatan | e Dasrak Ktsrangin
sub kegiatan/output | (Intermedicate output) ” e
dan Sub Kegiatan | T@hun NEBUng
(Output) 2024 |Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp lawab
Penyediaan Jasa lumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
5.02.01.2.09.02 | Pemeliharaan, Pajak dan  |Lapangan yang dipelihara 10 12 119,324.000{ 18 91,500,000 18 91,500,000 18 91,500,000/ 18| 91,500,000 18 91,500,000
Perizinan Kendaraan Dinas |dan dibayarkan pajok dan
Operasional atau Lapangan| perizinannya
5.02.01.2.09.05 |Pemetiharaan Mebel LMaR sl yang 0 10 21000000 10 2,100000| 10 2100000 10 2,100,000 10 2,100,000
dipelihara
Jumlah Peralatan dan
5.02.01.2.00.06] Srelinoraan Peralatan | o Lainnya yang 1 50 28670000] 30 28,670,000 30 181700000 30 181700000 30 18,170,000 30 18,170,000
dan mesin Lainnya
dipetihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi | lumiah Gedung Kantor dan
5.02.01.2,09.09 | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 2 90,000,000 1 30,500,000 1 30,000,0000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 20,000,000/
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitas R Sereas g
Saranh denFaserane Prasarana Gedung Kantor
5.02.01.2.09.10 atau Bangunan Lainnya 0 0 1 0 1 6,300,000 1 6,300,000 1 6,300,000 1 6,300,000
Gedung Kantor atau ar
Bangunan Lainnya yang al
digelinarann/Benaniias..
Meningkatnya
stutamtan TRk sl B71% 7.25% 37.31% a7 69% BI% 39.89%
terhadap PAD
Meningkatnya
Kontribusi | daerah
pendapatan Retribus| e 432% 365% 356% 35% 351% 352%
ternadap PAD
PROGRAM PENGELO Persentase reallsasl
penerimaan pajak dan 7% | 100
PENDAPATAN DAERAH
e R 16.88 | 2 17.94 | 3,274,341,000 18.82 3,524,341,041| 19.44 W‘lﬁﬂi 19.84 3,524,341,067| 20.24 3,524,341,061
Cakupan Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan 100 .A::JMI 100 m.m.1m| 100 1,217,791,000f 100 1,217,791,000f 100 ‘l.zﬂ.ﬂulﬁl 100 mn‘tl
Persentase Penerapan
Sistern Intormasi 100 m.m»ol 100 284,868,000) 100 655,468,000) 100 805,528,000 100 mmnnwl 100 :.uun.ml
Keuangon Berbagls Digtal
.01 Porgel - oy 93.87 | 100 078,000 100 100 5, 041 100 100/ 5, 100 783,711,261
5.02.04.2 i " 3,108,078, 4,222,000,000 397,600, H 5,547,660,038.00 695,192,067 5,783,711,26
5020420101 " Pengatotaen’ | lusiah O Rencatel 1 432250000 1 32,000000 1 77.000,000( 1 84,000,000 1 29,400,000 1 108,640,000
Pajak Daerah pengeialaan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Ansifescen Analisa dan
P [2
5.02.04.201.02 D:a:f::]:‘::?:u s on | Pengembangan Pajak 17 | 1 41066500 3 56285000 3 132,785,000, 3 144,685,000 3 170,865,000 3 186,573,000
» S6r1a PANYUSUNAN |, erah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah s
Paiak Daerah
Jumlah Laporan
bl Pelaksanaan Penyuluhan
5.02.04.2.01.03 [ Penyebarluasan Kebijakan 1 2 74734000 2 48,340,000 3 111,340,000 3 121,140,000] 3 142,700,000 4 155,636,000
dan Penyebarluasan
Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Jumiah Sarana dan
5.02.04.2.01.04 | Prasarana Pengelolaan Prasarana Pengelolaan 1 2 121,900,000 2 96,892,000 2 2579920000 2 283,052,000 2 338,184,000 2 371,263,200
Palak Daerah Palak Daerah
Jumiah Laporan Hasil
Pendataon dan Pendataan dan
§.02.04.2.01.05 | Pendaftaran Objek Pajak | Pendatftaran Objek Pajak 4 129186 58,571,000 4 5,075,000 4 5,075,000 4 5,075,000 4 5,075,000| a 5,075,000
Daerah Daerah, Subjek Pajak dan
Waiih Paink Dasrah
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Indikator Kinerja Tujuan, | Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pend Unit Kerja
Progra/een | iosscome] da kagiotan | ©2P*2 [ Tanun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Fatonget
Tujuan Susaran Kode i 5 f?vzmmll‘ f n ou!pu.l;. n pada Daerah Keterangan
- T dan Sub Kegiatan Tahun Penanggung
(Output) 2024 |Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
Pengolahan, Jumiah Laporan Hasil
Pemeliharaan, dan Rengolahan,
5.02.04.2.01.06 Pemeliharaan, dan 1 2 128,946,500 1 291,013,000 1 541,013,000 1 541,013,000 1 541,013,000, 1 541,013,000
Pelaporan Basis Data Pajak Pela Bosis Dat
Daeran e
Palak Dascab,
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
5.02.04.2.01,07|Ferkotaan (PBEP2) sorta  |lumlan objekpajakyang | gon | conn | 3 .370,856,500| 50000 | 2.967.680.000] 30000 2,967,680,041| 50000 2,967,680,038| 50000 2,967,680,067| 50000 2.967,680,061
Bea Perolehan Hak atas | disesuaikan NIOP nya
Tanah dan Bangunan
I
™
5.02.04.2.01.08 :enetaoan WOFaek HumisDolamien | 20090 | 10000 7,519,000 100000 5,953,000 100000 5,953,000 100000 5,953,000 100000 5,963,000| 100000 5,953,000
Pelayanan dan Konsultasi | Jumiah layanan dan
5.02.04.2.01,09 0 /310, 310, ,310, 310, 310,
Pajak D o 12 2,310,000 12 2,310,000 12 2,310,000/ 12 2310,000f 12 2,310,000
Penelitian dan Verltikasi :,:::;2::::‘ 'l:p:::h
5.02.04.2.01.10| Data Pelaporan Pajak yang o 0| 805 2,310,000 BEE 2.310,000f 733 2,310,000 806, 2,310,000, 887 2,310,000
frenm dilakukan Penelitian dan
verifiknsl
Jumiah Dokumen Hasil
5.02,04.2,01.11 | Penagihan Pajak Daerah  |Penyelesalan Pelaksanaan| 300 | 300000 138,633,000| 300000 §63,211,000f 300000 1.065,211,000( 300000 1,063,211,000 300000 1,063,211.000| 300000 1.063,211.000|
Penaginan Pajak Daerah
|pengendaiion, ;:mlu:::;:z:run hasil
5.02.04.2.01.13|Pemeriksaan dan Pe::rlkncrl ;m" 4 4 51,543,000 4 47,316,000 4 72,316,000 4 72,316,000 4 72,316,000, 4 72,316,000
| Pengawasan Pajak Daerah
|Pengawansan Pajak Doerah
Penyelesalan Keberatan U Dokumen
5.02.04.2.01.12 M:k Saerik Keberatan yang Telah 0 of 10 7,310,000 10 12,310,000) 10 12,310,000 10, 12,310,000 10 12,310,000
Ditindaklaniut
Dsbiae deii Jumiah laporan hasil
Pengawasan Pengelolssn |7 TDinasn dan
8020420104 L seran don Retrinusi |P¢ME3WEsaN Pengeiolaan 4 4 47.878,500( 4 44,954,000 4 69,854,000 4 69,954,000 4 69,954,000 4 69,954,000( 139,116,659
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronitikasi Transak [2
B020nzaiis O vonikasl Transaksl. | Perkembangan 1 12 20.205,0000 12 61,351,000 12 76,351,000] 12 172,651,000 12 201,911,000 12 219,467,000| 183,718,928
Pemerintah Daerah Elekd T
lpeqieciolah Daen,
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA 20zs - 2029
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASEU;:E I AHUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN
PENDAPATAN DAERAH
2 Persentase PAD terhadap Pendapatan | Persentase 1.483 16,88 17,94 18,82 19,44 19,84 20,24
Daerah
3. Predikat Nilai Sakip Angka 65,2 66,4 67 676 68,2 68,8 70
4, Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD | % 27,95 38,71 37,25 37.31 37,69 38,77 39,89
5. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap | % 4,85 432 3,66 356 3,54 351 352
PAD
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TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

RE

NCANA STF

ATEGIS

(RENSTRA)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 8055 - 2029
BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(@1) (02) (@3) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
1. 5.02 - KEUANGAN
& Persentase PAD terhadap Pendapatan positif Persentase 14,83 16,88 17,94 18,82 19,44 19,84 20,24
Daerah
3. Persentase Penerapan Sistem Informasi positil Persenlase 100 100 100 100 100 100 100
Keuangan Berbasis Digital
4. Cakupan pembinaan dan pengawasan positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100
pengelolaan pendapatan
5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak positif % 100 100 100 100 100 100 100
Daerah
6. Persenlase Realisasi Penerimaan Retribusi | positif % 100 100 100 100 100 100 100
Daerah
7. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB positil % 0.26 0,31 0,27 025 024 022 0,21
8, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran positif % 1,01 1,05 11 1,08 1,07 1,07 1,08
PAD dalam APBD
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0zs - 202

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025
tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -
2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan
Pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 — 2029. Renstra diharapkan
menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kurun

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025 hingga tahun 2029.

Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program
pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 — 2029 sebagai
berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan
kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan Kerjasama yang
baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun

2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka
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2025 - 2029

penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah,
maka dapat dilakukan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

Seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus
bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai
selama periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-
2029 dimaksud dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang

Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pangkajene Sidenreng,  September 2025

\

\
é ‘.
NOR. SFET 8 ﬂln ROHADY RAMADHAN, S.IP.
W‘j’l na Utama Muda
710318 199101 1003

\

JADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.SIDRAP 57




